
BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kebijakanl adalah serangkainl tindakan ataul kegiatan yangl diusulkan olehl seseorang, 

lkelompok, atau pemerintahl dalam suatul lingkungan tertentul dimana terdapat l 

hambatanhambatan (kesulitanl - kesulitan) danl kemungkinan - kemungkinanl (kesempatan - 

lkesempatan) dimana kebijakanl tersebut diusulkanl agar bergunal dalam mengatasinyal untuk 

mencapail tujuan yangl dimaksud. lSelanjutnya menambahkan bahwal kebijakan berhubunganl 

dengan penyelesaianl beberapa maksud l atau ltujuan.1 

Implementasil merupakan tahapl realisasi ltujuan-tujuan lprogram. Dalam hall ini yang l 

perlu diperhatikanl adalah persiapanl implementasi, yaitul memikirkan danl memperhitungkan 

secaral matang berbagail kemungkinan keberhasilanl dan kegagalanl termasuk hambatanl atau 

lpeluang - peluang yangl ada danl kemampuan organisasil yang diserahil tugas melaksanakanl 

program. 

Pengertian lain juga mplementasi merupakanl proses umuml tindakan administratif l 

yang dapat l ditelitipada tingkat programl tertentu. Prosesl implementasi barul akan dimulail 

apabila tujuanl dan sasaranl telah lditetapkan, program kegiatanl telah tersusunl dan danal telah 

siapl dan disalurkanl untuk mencapail sasaran.2 

Implementasil kebijakan merupakanl tindakan yangl dilakukan olehl (organisasi) 

pemerintahl dan swastal baik secaral individu maupunl secara kelompokl yang dimaksudkanl 
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untuk mencapail tujuan.3 Pemerintahanl Daerah pelaksanaanl otonomi daerahl diharapkan 

mampul memberikan kesejahteraanl serta kemakmuranl bagi masyarakat l secara lmerata.4 

Salah satunya l adalah denganl adanya kebijakanl pemerintah mengenail keberadaan Pedagang l 

Kaki Limal (PKL). 

Pedagang l Kaki Lima l (PKL), merupakanl fenomenal sosial yangl dapat ditemukanl di 

lkota - kota besarl di lIndonesia. Meningkatnya jumlahl tenaga kerjal yang tidakl seimbang 

denganl sempitnya lapanganl pekerjaan formall mengakibatkan bertambahl besarnya angkal 

pengangguran di kabupaten bogor. Hall ini menyebabkanl banyak masyarakat l yang kemudianl 

memilih bekerja padal sektor linformal, salah satunya menjadi pedagang l kaki limal di lkota - 

kota besarl yang ada Indonesia. Keadaanl ini diperburukl dengan adanyal Virus Corona 

berkepanjangan yangl telah menyebabkanl terpuruknya perekonomianl diberbagai belahan 

ldunia, termasuk Indonesia juga ikut merasakan imbasnya. Hall ini menyebabkanl banyak 

masyarakat l yang kemudianl memilih bekerja padal sektor linformal, salah satunya menjadi 

pedagangl kaki lima l di lkota - kota besarl yang ada Indonesia. Keadaanl ini diperburukl dengan  

adanyal Virus Corona berkepanjangan yang l telah menyebabkanl terpuruknya  perekonomianl 

diberbagai belahan ldunia, termasuk Indonesia juga ikut l merasakan l imbasnya. Sebagai 

dampakl adanya hal tersebut l banyak perusahaan yangl terpaksa gulungl tikar dan terpaksal 

melakukan pemutusanl hubungan kerjal terhadap paral pegawainya.  

Denganl meningkatnya angkal pengangguran berakibat l pada meningkatnyal  jumlah 

pendudukl miskin. Denganl semakin kecilnyal peluang kerjal di lperusahaan- perusahaan 

tersebut l membuat sektor l informal tumbuhl subur diantaranyal menjadi pedagangl kaki lima l 
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dengan memanfaatkanl ruang-ruangl kota yangl ada sepertil trotoar danl beberapa ruangl 

terbuka umuml (public lspace). Penataanl pedagang kakil lima l adalah upaya l yang dilakukanl 

oleh pemerintahl daerah melaluil penetapan lokasil binaan untukl melakukan lpenetapan, 

pemindahan, penertibanl dan penghapusanl lokasi pedagangl kaki limal dengan 

memperhatikanl kepentingan lumum, sosial, lestetika, kesehatan, lekonomi, keamanan, 

lketertiban, kebersihan lingkunganl dan sesuail dengan peraturanl perundang - lundangan.5 

Pedagang l kaki lima l di Stadion Pakansari Sebanyak 85 di kabupaten bogor semakin 

haril semakin bertambahl jumlah pedagangl kaki llima. Dan rata - rata para pkl menjajakan 

dagangannya menggunakan gerobak. pedagangl kaki limal dipermasalahkan karenal 

mengganggu pengendaral kenderaan bermotor, menggunakanl badan jalanl dan ltrotoar. 

Pedagang kaki lima tidak resmi merupakan penjuall barang ataul jasa, yangl secara peroranganl 

berusaha dalaml kegiatan ekonomil yang menggunakanl daerah milikl jalan ataul fasilitas 

umuml dan bersifat l sementra/tidak menetap, dengan menggunakanl peralatan bergerakl 

maupun tidakl bergerak. Yang masuk dalam kategori ljalan, termasuk bangunanl pelengkap 

danl perlengkapannya, yangl di peruntukkanl untuk lalu l lintas atau kepentingan umum. 

Pemerintah telahl memiliki datal mengenai ldaerah - daerah yang l dapat digunakan untuk 

berdagang l kaki llima resmi. Dimana kriteria lkeamanan, tata lruang, kebersihan, lkeindahan, 

ketertiban ataul kepentingan lumum, kesehatan danl sosial lekonomi, selain itu l diatur tentangl 

luas area l atau batas pemakaianl area.  

Jumlah penduduk di provinsi jawa bawat  pada tahun 2021 sebesar 48.220.094 jiwa. 

Jumlah penduduk yang bekerja dijawa barat sebesar 21.674.845 juta jiwa. Jumlah 
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pengangguran dijawa barat 2.43 juta jiwa per november 2021 Tingkat  penganguran terbuka 

di jawa barat 10.46%. Tingkat pengangguran di perkotaan 8.32% dan di desa 4.17%.6 

Pertumbuhanl sektor informall seperti pedagangl kaki limal merupakan salahl  satu 

bentukl elastisitas masyarakat l dalam upaya l untuk mendapatkanl penghasilan  danl menafkahi 

lkeluarga. Akan tetapil jika perkembangannya l tidak direncanakanl  dan ditempatkanl pada 

lokasil yang tepat l akan menimbulkanl permasalahan sepertil ketidak teraturan wajah lkota, 

kemacetan lalul lintas, penumpukanl sampah danl masalah - masalahl lainnya. Istilah kakil lima 

berasall dari masa l penjajahan koloniall Belanda. Peraturanl pemerintahan Belandal pada waktul 

itu menetapkanl bahwa setiapl jalan rayal yang dibangunl hendaknya menyediakanl sarana 

untukl pejalan lkaki. Lebar luasl untuk pejalanl adalah lima l kaki ataul sekitar satul setengah 

lmeter.7 

Setiapl manusia menginginkanl kehidupan yang l baik dalaml hidupnya danl mempunyai 

kehidupanl yang layakl bersama lkeluarga. Namun faktanya l tidak semua l mendapat pekerjaan 

yangl sesuai denganl keinginan danl harapannya. Modal utama dalam bekerja adalah 

komunikasi, bakat serta  keterampilan yang baik, selain kesulitan dalam berbahasa generasi 

muda juga  sulit mendapatkan pekerjaan karena keengganan serta keinginan untuk 

mendapatkan pekerjaan yang tinggi. Seiringl dengan hall tersebut, pemenuhanl kebutuhan 

primerl tidak dapat l ditunda danl terus lmendesak. Hal itulahl kemudian mendorongl seseorang 

mendirikan usaha informal di bahu jalan dengan berbagai bentuk usaha sebagai bentuk untuk 

upaya pemenuhanl kebutuhan primerl masyarakat lsendiri. 

Fenomena l kegiatan ekonomil informal akanl lebih menonjoll dibeberapa  kota lbesar, 

dimana tekananl penduduk sudahl sedemikian lkritis. Di samping itu,  terbatasnyal lapangan 
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kerjal dan prosesl industrialisasi yang l terpusat dil daerah  perkotaanl yang padat l modal 

membawa l konsekuensi bahwal hanya tenagal kerja  terampill saja yangl dapat memasukil 

sektor modernl yang lformal, sementara sektor l  informal pada l saat yang l bersamaan 

mengalamil peningkatan dalaml kapasitas intensitas l dan jumlahl kegiatannya. Hall ini 

merupakanl masalah yangl sangat kompleks l karena akanl menghadapi dual sisi ldilematis, 

pertentangan antaral kepentingan hidupl dan kepentinganl pemerintahan akanl berbenturan 

kuat. Melihat kondisil seperti lini, maka seharusnyal semua tindakanl pemerintah didasarkanl 

atas kepentinganl masyarakat ataul ditujukan untukl kesejahteraan rakyat l atau dalaml hal inil 

harus didasarkanl pada asas loportunitas. 

PKLl muncul karenal berbagai lsebab. Salah satul sebab yangl penting adalahl 

ketidakmampuan sektor l formal menampungl angkatan kerjal yang cenderungl meningkat 

secaral tajam yangl sebagian disebabkanl oleh terjadinyal surplus tenagal kerja disektorl 

pertanian danl semakin banyak l tenaga kerjal di kotal yang masukl ke pasarl kerja karenal 

peningkatan lPendidikan. Keterbatasan pendidikanl dan keterampilanl yang dimilikil oleh para l 

pendatang menyebabkanl mereka lebihl memilih padal jenis kegiatanl usaha yangl tidak terlalu l 

menuntut pendidikanl dan keterampilanl perdang ltinggi. Pilihan merekal jatuh padal sektor 

informall yaitu pedagang kakil lima (PKLl).8 

Adapunl pengertian daril pedagang kakil lima adalahl pedagang yangl berasal daril desa 

ataul daerah satul ke daerahl yang llain, atau paral pedagang yang l berasal daril wilayah yang l 

sama (Provinsil, Kabupaten/lKota), dan mencaril tempat berjualanl yang lbaru. Khusus bagil 

pedagang kakil lima lini, adalah paral pedagang yangl terkena dampakl penggusuran ataul 

relokasi dil suatu ldaerah/tempat yangl sama (Provinsil, Kabupaten/ lKota), sehingga mencaril 
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tempat yangl baru danl layak untukl berjualan disuatul daerah/tempat l yang samal (Provinsi, 

lKabupaten/Kota). 

Padal perkembangannya pedagang l kaki lima l terbagi menjadil dua, lyaitu: Pedagang 

Kakil Lima (PKL l) Legal, yaitul pedagang kakil lima yangl memiliki ijinl usaha, biasanya l 

merupakan pedagangl kaki limal binaan lpemerintah. Dan Pedagang l Kaki Limal (PKL) lIlegal, 

yaitu pedagangl kaki limal yang tidak l memiliki ijin l usaha. Pedagangl kaki lima l jenis kedual 

inilah yang l membutuhkan penangananl khusus terutamal dari lpemerintah, karena merekal 

seringkali tidak l mengindahkan tatal tertib yangl telah lada. Akibatnya, Permasalahan l PKL 

memerlukanl penanganan sebagail usaha penataanl untuk prosesl pengembangan lkota. 

Melihat l fenomena Keberadaanl Pkl Yangl Menjamur Dil Daerah Kabupaten Bogor 

Ternyatal Keberadaanya Dapat l Dijadikan Sebagail Salah Satul Potensi Pembangunanl Dan 

Pengembanganl Daerah Yang l Harus Diimbangil Dengan Keteraturanl Dan lKetertiban, Agar 

Keberadaanl Pkl Inil Tidak Menjadil Masalah Bagil Suatu Daerahl Seperti Halnya l 

Mengganggu Keamanan Danl Keindahan Stadion Pakansari.  

Aktivitas l Pkl Padal Umumnya Menempatil Badan - Badanl Jalan Danl Trotoar, Sehingga l 

Tidak Menyisakanl Cukup Ruangl Bagi Pejalanl Kaki. Kondisil Ini lMenjadi Perhatian Publik l 

Karena Menciptakanl Masalah Kemacetanl dan pergerakanl orang dil Pedestrian, Danl 

Menciptakan Lingkunganl Kotor danl kurang lsehat. Pkl Yang l Menempati ruangl dan jalanl 

publik jugal dapat menciptakanl masalah sosiall seperti hadirnya l pencopet, pencuril dan 

lsebagainya. 

Pedagang kaki lima tidak resmi merupakan penjuall barang ataul jasa, yang l secara 

peroranganl beruaha dalam kegiatanl ekonomi yangl menggunakan daerahl milik jalanl atau 

fassilitas umuml dan bersifat l sementra/tidak lmenetap, dengan menggunakanl peralatan 



bergerakl maupun tidakl bergerak. Yangl masuk dalaml kategori ljalan, termasuk bangunan l 

pelengkap danl perlengkapannya, yangl di peruntukkanl untuk lalu l lintas atau kepentingan 

umum. Pemerintah telahl memiliki datal mengenai ldaerah - daerah yangl dapat digunakan 

untuk berdagangl kaki lima l resmi. Dimana kriteria lkeamanan, tata lruang, kebersihan, 

lkeindahan, ketertiban atau l kepentingan lumum, kesehatan danl sosial lekonomi, selain itul 

diatur tentangl luas areal atau batas pemakaianl area.9  

Di samping litu,terbatasnya lapanganl kerja danl proses industrialisasil yang terpusat l di 

daerahl perkotaan yangl padat modall membawa konsekuensil bahwa hanyal tenaga kerjal 

terampil sajal yang dapat l memasuki sektor l modern yangl formal, sementaral sektor informall 

pada saat l yang bersamaanl mengalami peningkatanl dalam kapasitasl intensitas danl jumlah 

lkegiatannya. Hal inil merupakan masalahl yang sangat l kompleks karena l akan menghadapil 

dua sisil dilematis, pertentanganl antara kepentinganl hidup danl kepentingan pemerintahanl 

akan berbenturanl kuat. Melihat l kondisi sepertil ini, makal seharusnya lsemua tindakan 

pemerintahl didasarkan atasl kepentingan masyarakat l atau ditujukanl untuk kesejahteraanl 

rakyat ataul dalam hall ini harusl didasarkan pada asas oportunitas. Situasi inil menciptakan 

masalahl dalam pengelolaanl pembangunan danl merusak fungsil serta estetikal Stadion 

pakansari.  

keberadaan koperasi dan usaha mikro sebagai salah satu wadah berhimpunnya 

kegiatan kelompok usaha sangat dibutuhkan dan merupakan komponen perekonomian 

masyarakat yang perlu diberdayakan serta dibina secara intensif dan berkesinambungan 

dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.10   
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Pembinaanl PKL dilakukanl pemerintah agar l terjaganya l kebersihan, lkeindahan, 

ketetiban, kemananl dan kesehatanl lingkungan. PKLl adalah pihakl yang memenuhil 

kebutuhan ekonominyal dengan caral berjualan. Pemerintahl membatasi waktul berjualan 

merekal yaitu padal malam haril pukul 06.00 - 22.00l WIB demil ketertiban, padahall pkl 

membutuhkanl waktu berjualanl yang cukupl untuk mereka l mencari lpenghasilan. Sehingga 

masalahl yangl terjadi adalahl tidak tertibnya l pedagang l di Kawasanl Stadion pakansari 

kabupaten bogor dalam waktul berjualan danl menata tempat l usahanya. Pemerintahl 

melakukan pembinaanl juga agarl terjaganya kebersihanl di Kawasanl tersebut namunl masih 

kurangnyal kebersihan dibeberapal sudut.11  

lRuang - ruang publik l yang seharusnyal menjadi hakl bagi masyarakat l umum untukl 

mendapatkan kenyamananl baik untukl jalan kakil maupun berkendaraanl menjadi lterganggu. 

Berdasarkan uraian latar belakang l di latas, maka penulis l mengambil judull skripsi ini tentang 

“Implementasil Kebijakan Penataan Pedagangl Kaki Limal Di Stadionl Pakansari 

Kabupatenl Bogor”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkanl pada latar belakangl yang telah diuraikanl di latas, maka permasalahanl 

yang akanl diangkat dalam penelitian inil adalah “Bagaimanal Implementasi Kebijakanl 

Penataan pedagang kaki lima dil Stadion pakansari kabupaten bogor? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuanl daril penelitianl ini adalahl untukl mengetahui danl mendeskripsikan secara rinci 

Implementasil kebijakanl Penataan pedagangl kaki limal di Stadion pakansari kabupaten l 

bogor. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara Teoritis 

Hasill penelitian inil diharapkan mampu l memberikan informasil dan wawasanl yang 

lebihl lengkap danl mendalam Mengenail Kebijakan Pedagang Kaki Lima sehingga 

mendapatkanl kontribusi pengetahuanl terutama didalaml bidang Pendidikanl maupun Sosial. 

1.4.2 Secara Praktis  

Penelitianl ini di harapkan dapat l menjadi referensi dan rekomendasi oleh Dinasl 

Perindustrian danl Perdagangan (Perdagin) danl Satuan Polisil Pamong Prajal (Satpol PP) 

sebagai bahan evaluasi agar Dinas Perdagin dan Satpol PP dapat Melakukan Kebijakan yang 

Efektif dan Efisien. 

1.4.3 Secara Akademis 

Sebagai salah satu bahanl kajian dalaml studi Administrasil Publik terutama dalaml 

Implementasi Kebijakanl Penataan Pedagang l Kaki lima l di Stadionl Pakansari Kabupatenl 

Bogor dan di harapkan dapat di jadikan sebagai bahan studil perbandingan bagil peneliti 

selanjutnyal dalam melengkapil analisis dengan tema pembahasanl yang lsama. Diharapkanl 

penelitian inil dapat digunakanl sebagai bahanl referensi untukl penelitian yangl relevan 

khususnyal untuk Mahasiswal Administrasi lPublik 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika l penulisan merupakanl sebuah metodel atau urutanl dalam menyelesaikan 

sebuahl riset, lpenelitian, maupun karyal tulis. Hall ini sangat l penting karenal untuk 

diperhatikanl agar karyal tulis yangl dihasilkan bisal tersusun secaral runtut danl rapi. 

Sebenarnya l struktur penulisanl karya tulisl ini bisal dijadikan sebagail acuan. Sistematika l 

penulisan dalaml tugas akhirl ini, dil susun sebagail berikut : 



BABl I PENDAHULUANl 

Padal bab inil berisil uraian tentangl latarl belakang masalahl pelaksanaanl 

Penelitian, maksud l dan tujuan lpenelitian, manfaat lpenelitian, keluaran yang l 

diinginkan dan ruangl lingkup pelaksanaanl Penelitian. 

BAB II  KAJIAN PUSTAKA 

Pada babl ini berisikan mengenail landasan teoril yang menjadil referensi utama l 

dalam melaksanakanl penelitian lini. Teori-teoril tersebut merupakan teoril 

Administrasi lPublik, Implementasi Kebijakan lPublik, serta teori Kebijakanl 

Pedagang Kakil lima Dil kabupaten bogor danl kerangka pamikiran. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Padal bab inil penulis menjelaskan tentang l metode penelitianl yang digunakan, 

sumber data, metodel pengumpulan ldata, waktu danl tempat lpenelitian, dan 

teknik analisis l data. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN l DAN PEMBAHASANl 

Padal bab inil peneliti memaparkan hasill penelitian berdasarkan hasil temuan dil 

lapangan yang sesuail dengan fokusl penelitian yangl sudah diatur sebelumnya 

dalam bab sebelumnya. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Padal bab inil peneliti memaparkan hasill penelitian berdasarkan hasil temuan dil 

lapangan yang sesuail dengan fokus l penelitian yangl sudah diatur pada bab 

sebelumnya. 

 


